HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM

PENGATURAN UPAH MINIMUM
(Studi Kasus Upah Minimum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2022)

SKRIPSI

ANYELIR SEKAR PUTRI
20210090002

Y
Nusa Putra
= IONIVERSITY-—

N

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIIDKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025



HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
PENGATURAN UPAH MINIMUM

(Studi Kasus Upah Minimum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Menempuh Seminar

Skripsi di Program Studi Hukum

ANYELIR SEKAR PUTRI
20210090002

Nusa Putra
UNIVERSITY

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIIDKAN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

SUKABUMI

2025



PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
PENGATURAN UPAH MINIMUM (Studi Kasus Upah Minimum
Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2022)

NAMA : ANYELIR SEKAR PUTRI

NIM 20210090002

“ Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini
adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-
masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain
yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-
bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut ”

Sukabumi, September 2025

Materai

Anvelir Sekar Putri

Penulis



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM
PENGATURAN UPAH MINIMUM (Studi Kasus Upah Minimum
Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2022)

NAMA : ANYELIR SEKAR PUTRI

NIM 20210090002

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang

Skripsi tanggal 30 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai

dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, September 2025

Pembimbing I, Pembimbing II,
Nuchraha Alhuda Hasnda, M.H Ujang Badru Jaman, SH., MH.
NIDN : 0402048801 NIDN. 0420129103

Ketua Penguji, Ketua Program Studi Hukum,
Endah Pertiwi .,S.H., M.Kn. Endah Pertiwi .S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501 NIDN. 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora,

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705




ABSTRAK

Pengaturan upah minimum merupakan isu krusial dalam sistem ketenagakerjaan
Indonesia, terutama dalam konteks desentralisasi. Kewenangan pengaturan upah
dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, namun dalam praktiknya sering terjadi
ketidaksinkronan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kewenangan pemerintah pusat dan
daerah dalam pengaturan upah kerja, khususnya di Kabupaten Sukabumi, serta
mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan pengupahan di daerah tersebut.
Rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) bagaimana kewenangan pusat dan
daerah dalam pengaturan upah kerja di Indonesia, dan (2) bagaimana pelaksanaan
kebijakan pengupahan di Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait upah minimum.
Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif
analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi di
Disnaker, Pemkab Sukabumi, dan serikat pekerja. Analisis dilakukan secara
kualitatif terhadap norma hukum dan realitas implementasi kebijakan di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan dalam
pengaturan upah minimum antara pusat dan daerah. Meskipun pemerintah daerah
memiliki kewenangan merekomendasikan UMK, keputusan akhir tetap berada
pada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Di sisi lain,
implementasi kebijakan UMK di Sukabumi masih menghadapi berbagai hambatan,
seperti minimnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran
pekerja akan hak upah, serta kurangnya pelibatan serikat pekerja secara substansial.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar level pemerintahan,
peningkatan kapasitas SDM pengawasan, dan optimalisasi partisipasi pekerja
dalam proses pengupahan.

Kata Kunci : Upah Minimum, Kewenangan Pemerintah, Desentralisasi,
Kabupaten Sukabumi, Kebijakan Pengupahan.



ABSTRACT

Minimum salary regulation is a critical issue in Indonesia's labor system,
particularly within the framework of decentralization. Salary-setting authority is
shared between the central and local governments, yet in practice, policy
inconsistencies often arise and impact workers' welfare. This study aims to analyze
the relationship between central and regional authority in salary regulation, with
a specific focus on Sukabumi Regency, and to assess the effectiveness of salary
policy implementation in the region. The research addresses two main questions:
(1) how are central and regional authorities structured in regulating salarys in
Indonesia, and (2) how is the salary policy implemented in Sukabumi Regency,
especially regarding the minimum salary. This research uses an empirical juridical
approach with descriptive-analytical methods. Data were collected through
literature review, interviews, and observations at the Department of Manpower,
Sukabumi Regency Government, and local labor unions. Data analysis was
conducted qualitatively by interpreting legal norms and assessing their practical
implementation. The findings indicate overlapping authorities in minimum salary
regulation between central and regional governments. Although regional
governments may recommend the district minimum salary (UMK), the final
decision rests with the governor, representing the central government. Moreover,
salary policy implementation in Sukabumi faces several challenges, such as weak
supervision, poor law enforcement, low worker awareness of salary rights, and
limited union involvement. The study recommends strengthening intergovernmental
coordination, improving supervisory human resources, and enhancing workers'
participation in salary-setting processes.

Keywords : Minimum Salary, Government Authority, Decentralization,
Sukabumi Regency, Salary Policy
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Upah kerja merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan pekerja
yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi.' Penetapan
upah yang layak, adil, dan sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pengaturan upah kerja di Indonesia diatur melalui serangkaian peraturan
perundang-undangan yang memberikan kewenangan baik kepada pemerintah pusat
maupun daerah dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan
memastikan setiap pekerja mendapatkan upah yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan, terutama dalam era desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi
landasan utama dalam pengaturan upah di Indonesia.? Pasal 88 Undang-Undang ini
mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dengan batas minimum yang tidak boleh lebih rendah dari
Upah Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat memiliki peran
sentral dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan bagi
daerah-daerah lainnya. Penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan

berbagai faktor, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan Kebutuhan Hidup

'Supardi, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.
2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39).



Layak (KHL). * Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam penetapan upah
minimum tidak hanya terpusat pada pemerintah pusat, tetapi juga diberikan kepada
pemerintah daerah.*

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menjadi kewenangan pemerintah
daerah untuk menetapkan, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal yang
lebih spesifik sehingga sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memungkinkan
kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah masing-
masing. Penetapan UMK harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi lokal
yang berbeda dengan daerah lainnya, seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran,
dan sektor ekonomi yang dominan. Pemerintah mendukung implementasi peraturan
tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan. Peraturan ini memperjelas mekanisme penetapan upah, termasuk
pembentukan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang
bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan besaran upah
minimum. Peraturan ini juga mengatur lebih lanjut tentang cara menghitung Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan memperhatikan indikator-indikator
ekonomi yang relevan, seperti KHL dan laju inflasi. Keputusan mengenai
penetapan UMK tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi, tetapi juga harus

memperhatikan kesejahteraan pekerja di daerah yang bersangkutan.

3Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan.

4Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244).



Meskipun peraturan yang mengatur pengupahan minimum di Indonesia
sudah sangat jelas dan terstruktur, implementasi kebijakan tersebut di lapangan
masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun telah ada ketentuan yang
jelas di Kabupaten Sukabumi mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),
pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah
kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha dalam membayar upah
sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan. Selain itu juga banyak pekerja terutama
di sektor informal yang tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait upah
minimum, sehingga mereka tidak menuntut upah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Keterbatasan informasi dan akses terhadap pengetahuan tentang hak-hak
ketenagakerjaan turut memperburuk kondisi ini.

Penegakan hukum terkait pengupahan di Kabupaten Sukabumi juga
menghadapi tantangan. Meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi
pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan pengupahan, pelaksanaan penegakan
hukum tersebut sering kali tidak optimal karena disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti kurangnya kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh aparat pemerintah
daerah, ketidakhadiran mekanisme pengaduan yang efektif, serta rendahnya
kesadaran hukum di kalangan pekerja.

Pada periode 2021 penetapan UMK di Kabupaten Sukabumi menimbulkan
polemik yang cukup tajam. Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi sempat
mengajukan usulan kenaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak
(KHL) pekerja, namun usulan tersebut tidak sepenuhnya diakomodasi oleh

pemerintah provinsi karena penetapan UMK harus mengikuti formula Peraturan



Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Akibatnya, kenaikan UMK
yang ditetapkan lebih rendah dari yang diharapkan pekerja, sementara pengusaha
menilai angka tersebut masih memberatkan. Situasi ini memicu aksi demonstrasi
buruh di Sukabumi serta memperlihatkan adanya ketegangan antara kebijakan
pusat, usulan daerah, dan tuntutan pekerja.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi daerah dan dinamika pasar tenaga
kerja yang terus berubah, penting untuk memahami sejauh mana hubungan
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan upah kerja dapat
mempengaruhi kebijakan pengupahan di Kabupaten Sukabumi. Pengaturan upah
yang tepat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, sekaligus
memperkuat ekonomi daerah, namun hal ini hanya bisa tercapai jika implementasi
kebijakan pengupahan didukung oleh pengawasan yang kuat, penegakan hukum
yang efektif, dan pemahaman yang cukup dari pihak-pihak terkait, baik pengusaha,
pekerja, maupun pemerintah.

Kajian ini diharapkan dapat teridentifikasi berbagai faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pengupahan di Kabupaten Sukabumi, serta
memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam hubungan kewenangan pusat dan
daerah terkait pengupahan. Dengan demikian, kebijakan pengupahan dapat lebih
responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah dan memberikan manfaat yang
maksimal bagi kesejahteraan pekerja di Kabupaten Sukabumi.

Upah minimum merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam
hubungan industrial di Indonesia, karena selain mencerminkan kesejahteraan

pekerja, juga menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas hidup suatu



masyarakat.’ Pengaturan upah yang adil dan layak bagi pekerja menjadi isu yang
sangat krusial, terutama dalam konteks desentralisasi yang memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK). Kebijakan ini tentunya bertujuan untuk menciptakan
pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai daerah,
termasuk di Kabupaten Sukabumi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia telah menetapkan regulasi yang mengatur upah minimum secara
nasional, seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peraturan-peraturan lainnya
yang bersifat umum. Namun dengan diberlakukannya sistem desentralisasi,
pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) berdasarkan pertimbangan lokal yang lebih spesifik,
seperti tingkat inflasi, pengangguran, dan kebutuhan hidup layak (KHL)
masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini dimaksudkan untuk memberikan
fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih
sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi daerah.

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat,
memiliki karakteristik ekonomi yang unik, dengan sektor pertanian, industri, dan
perdagangan menjadi pilar utama perekonomian daerah.® Meskipun sektor formal
berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, sektor informal di Kabupaten

Sukabumi juga memiliki peran yang sangat penting, sehingga pengaturan upah

SBPS Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2024 (Sukabumi: BPS
Kabupaten Sukabumi, 2024).

¢ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 237).



yang sesuai dengan kondisi daerah menjadi tantangan tersendiri. Sering kali,
pekerja di sektor informal, yang lebih rentan terhadap pelanggaran hak-hak pekerja,
tidak memperoleh upah yang sesuai dengan ketentuan UMK yang telah ditetapkan
oleh pemerintah daerah.

Meskipun ada kewenangan daerah dalam penetapan UMK, pelaksanaan
pengaturan upah di Kabupaten Sukabumi tidak selalu berjalan dengan lancar.
Permasalahan utama yang muncul adalah rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha
terhadap kewajiban membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah keterbatasan
pengawasan, ketidaktahuan pekerja mengenai hak-haknya, serta lemahnya
penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait. 7 Oleh karena itu, perlu
dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana efektivitas pengaturan upah di
Kabupaten Sukabumi, serta bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah
pusat dan daerah dapat mempengaruhi kebijakan pengupahan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan upah kerja, serta untuk mengukur
efektivitas pelaksanaan hukum terkait pengupahan di Kabupaten Sukabumi. Selain
itu, penelitian ini juga akan menggali berbagai tantangan yang dihadapi dalam
implementasi kebijakan pengupahan dan memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan keadilan dalam pengaturan upah bagi pekerja. Kajian ini diharapkan

dapat ditemukan solusi yang dapat memperbaiki efektivitas pelaksanaan kebijakan

7 Paramita Hayati, (2023), “Pelaksanaan PP No0.36/2021”, Tesis (Ar-Raniry Repository),
hlm. 34



pengupahan di daerah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan
kebijakan pengupahan yang lebih adil dan merata di Indonesia, terutama di tingkat

daerah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menentukan rumusan masalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan penetapan upah daerah Kabupaten Sukabumi dalam
pengaturan upah kerja dalam konteks desentralisasi?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengupahan di Kabupaten Sukabumi

khususnya mengenai upah minimum pada tahun 2021-2022?

C. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang penulis
kaji dapat disimpulkan sebagai berikut :
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
dalam pengaturan upah kerja di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan pengupahan di

Kabupaten Sukabumi mengenai upah minimum

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan

dan hukum administrasi negara, dengan menyoroti dinamika hubungan



kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengaturan

upah kerja. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi akademik bagi

peneliti atau mahasiswa hukum yang tertarik dengan isu desentralisasi
kewenangan dan kebijakan pengupahan di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan
masukan kepada:

a. Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam mengevaluasi pembagian
kewenangan yang efektif dan harmonis dalam pengaturan upah minimum,
agar tidak menimbulkan tumpang tindih atau ketidaksesuaian kebijakan.

b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi sebagai bahan pertimbangan
dalam implementasi kebijakan pengupahan di tingkat lokal.

c. Serikat pekerja dan pelaku usaha, agar memahami dasar hukum serta batasan
dan kewenangan masing-masing pihak dalam proses penetapan dan
pelaksanaan upah minimum.

d. Masyarakat luas, khususnya para pekerja/buruh di Kabupaten Sukabumi, agar
memperoleh pemahaman yang benar mengenai hak-hak upah dan regulasi

yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran
1. Teori Keadilan
John Rawls dalam karyanya A Theory of Justice, memandang keadilan
sebagai fairness, yakni keadilan yang mengutamakan kesetaraan hak dan peluang

bagi semua orang. Menurut Rawls, suatu tatanan sosial dianggap adil apabila



mampu memberikan kebebasan yang sama bagi seluruh warga, serta
memperhatikan kesejahteraan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat®.

Teori ini dirumuskan dalam dua prinsip utama, yaitu:

a. Prinsip Kebebasan yang Sama (Equal Liberty Principle)
Setiap individu memiliki hak atas kebebasan dasar yang sama, termasuk hak
untuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak.

b. Prinsip Perbedaan dan Kesetaraan Kesempatan (Difference Principle & Fair
Equality of Opportunity)
Ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila:

1) Memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling tidak
beruntung (the least advantaged).

2) Menjamin setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh
posisi, jabatan, dan penghasilan, tanpa hambatan diskriminatif yang bersifat
struktural.

Prinsip ini menuntut agar peningkatan upah diprioritaskan untuk pekerja
berpendapatan rendah, sementara struktur dan skala upah harus dirancang
sedemikian rupa sehingga manfaat terbesar diterima oleh kelompok pekerja yang
paling membutuhkan. Konsep keadilan Rawls juga memiliki keterkaitan erat
dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengamanatkan pemerataan kesejahteraan

di semua aspek kehidupan, termasuk pengupahan. Sementara itu, Pasal 27 ayat (2)

8 John Rawls, A4 Theory of Justice, Revised Edition (Cambridge, MA: The Belknap Press
of Harvard University Press, 2020), hlm. 52-55
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UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, rinsip-prinsip
keadilan Rawls sejalan dengan landasan filosofis dan konstitusional Indonesia,
yang mengedepankan kesetaraan, keberpihakan pada kelompok rentan, dan
pemerataan kesejahteraan.
2. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam hukum publik adalah hak dan kemampuan yang
diberikan oleh undang-undang kepada organ atau pejabat negara untuk bertindak
dalam ranah hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan dapat diperoleh
melalui atribusi (pemberian langsung dari undang-undang), delegasi (pelimpahan
dari pejabat lebih tinggi), dan mandat (pelaksanaan atas nama pejabat lain). °
Setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum agar tidak terjadi
penyalahgunaan. Kewenangan biasanya dikaitkan dengan prinsip desentralisasi.
Ateng Syafrudin menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan
kewenangan dari pusat kepada daerah otonom.'® Namun dalam hal pengaturan
upah minimum, kewenangan daerah sangat terbatas. Pemerintah pusat melalui UU
No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 36 Tahun 2021
menetapkan formula penghitungan upah minimum, sedangkan daerah hanya
berperan memberikan rekomendasi melalui Dewan Pengupahan kepada Gubernur.

3. Teori Desentralisasi

? Philipus M. Hadjon, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah", Aspek Teoritik
Kewenangan Pemerintah (UNPATTI), 2011. Hlm 12.

10 Ateng Syafrudin, Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi, Pustaka Utama,
1991.hlm 82.
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Desentralisasi mencerminkan pelimpahan kewenangan serta sumber daya
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar kebijakan publik lebih tepat,
responsif, dan sesuai dengan kondisi lokal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal
merupakan tolok ukur kemampuan daerah dalam menjamin pelaksanaan
kewenangan administratif, termasuk kebijakan ketenagakerjaan seperti penetapan
upah minimum.

Buku “Desentralisasi dan Otonomi Daerah” oleh Djohermansyah Djohan
dan Halilul Khairi menguraikan bahwa kunci efektivitas desentralisasi terdapat
pada kapasitas fiskal daerah serta ketajaman regulasi yang disesuaikan dengan

kondisi masing-masing wilayah.!! Otonomi yang sebenar-benarnya mencakup
kemampuan mengambil kebijakan lokal, termasuk menetapkan rekomendasi nilai
UMK berdasarkan data lokal, tanpa tergantung sepenuhnya pada kebijakan pusat.
Dipaparkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah
mencakup aspek peningkatan pelayanan publik, penyusunan Perda yang relevan,
dan pengelolaan anggaran daerah secara mandiri. Keberhasilan desentralisasi
diukur melalui indikator seperti peningkatan PAD dan penurunan ketimpangan
antar wilayah. !> Kabupaten Sukabumi sebagai kawasan otonom diharapkan
memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengusulkan UMK sesuai karakteristik

kebutuhan hidup lokal tanpa intervensi sentral berlebihan.

"' Djohermansyah Djohan, Halilul Khairi, dan Alma’arif, Desentralisasi dan Otonomi
Daerah (Jakarta: Intelegensia Media, 2024), hlm. 67.

12A. Junaedi Karso, Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah (Yogyakarta: Penerbit
Samudra Biru, Cet. I, 2021), hlm. 25
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4. Konsep Pengupahan dan Kebutuhan Hidup Layak
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan dasar minimum pendapatan
yang dibutuhkan pekerja selama satu bulan untuk memenuhi komponen
kebutuhan dasar makanan, sandang, papan, pendidikan, transportasi, kesehatan,
dan rekreasi. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota
sebelumnya didasarkan pada survei KHL oleh Dewan Pengupahan secara tripartit.
Menurut jurnal Analisis Upah Kerja di Indonesia (2021), KHL dihitung
berdasarkan survei harga pasar dan menjadi dasar utama penetapan upah
minimum. '* Pergantian formula ke Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021
mengakibatkan pergeseran pendekatan dari KHL ke faktor makro seperti inflasi
dan pertumbuhan ekonomi, sehingga sensitivitas terhadap kebutuhan hidup layak
menurun.
5. Konsep Keadilan Sosial dalam Pengupahan
Keadilan sosial menuntut distribusi upah yang adil dan proporsional, serta
perlindungan terhadap pekerja yang kurang beruntung. Pengaturan upah harus
mencerminkan prinsip moral dan hukum yang mewujudkan kesejahteraan merata,
tanpa mendiskriminasi kelompok rentan. Menurut Sufi Indrayani dan Amrul
Muzan dalam penelitiannya yang berjudul “Kesenjangan Upah dan Keadilan
Sosial di Indonesia” ketimpangan upah nasional masih tinggi. '* Cetusan ini

menunjukkan bahwa keadilan distributif belum tercapai dalam kebijakan

BDaniel Collyn Damanik dan Rika Surianto Zalukhu, 2021. Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) di Kota
Pematangsiantar, EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3 No. 1, him. 40

14 Sufi Indrayani dan Amrul Muzan, (2025). Kesenjangan Upah dan Keadilan Sosial
terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim, hlm. 99.
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pengupahan nasional. Menurut jurnal Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip
Keadilan, prinsip keadilan utama dalam pengupahan adalah keseimbangan
kepentingan antara pekerja dan pengusaha.'> Asas keadilan menuntut perlakuan
yang tidak memihak dan mempertimbangkan moralitas hukum dalam praktik

ketenagakerjaan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder, yang mencakup norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta
doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.'® Yuridis normatif dipilih
karena penelitian difokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangan
yang mengatur hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam penetapan upah kerja, khususnya Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Sukabumi, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Analisis dilakukan
untuk memahami sinkronisasi dan hierarki peraturan, serta mengidentifikasi
bagaimana norma hukum tersebut mengatur pembagian kewenangan pengupahan.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran yang

sistematis, menyeluruh, dan mendalam mengenai ketentuan hukum yang

SYeniwati, (2017). Pengaturan Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan, Jurnal Hukum dan
Pembangunan, Vol. 29, No. 1, him. 84.

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, cetakan ke-3,
2019), him. 13.
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berlaku,'” kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan asas, teori, dan

doktrin hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan upah
minimum, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan
kewenangan, desentralisasi, dan kebijakan pengupahan, dengan merujuk
pada pendapat para ahli hukum, doktrin, serta literatur hukum yang relevan.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Digunakan untuk mengkaji putusan atau praktik kebijakan yang terkait
dengan pengaturan upah minimum, khususnya studi kasus penetapan Upah
Minimum Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2022, sehingga dapat melihat
penerapan norma hukum dalam kenyataannya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 55.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Pengupahan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024
tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

b. Bahan Hukum Sekunder

C.

1)
2)

3)

1)

2)

Buku-buku dan literatur hukum ketenagakerjaan dan pemerintahan daerah
Jurnal-jurnal hukum yang relevan
Artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum
Bahan Hukum Tersier
Kamus hukum

Ensiklopedia hukum



16

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum,
dokumen resmi pemerintah, dan pendapat para ahli yang relevan.'®
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan
menafsirkan norma hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan,
asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum.' Analisis ini digunakan untuk

menjawab rumusan masalah serta menguraikan hubungan normatif antara

kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan upah kerja.

G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Memuat kajian teori (teori desentralisasi,
kewenangan, dan keadilan sosial), tinjauan hukum positif, hasil penelitian terdahulu,
serta kerangka pemikiran.

BAB III : TEMUAN PENELITIAN Menyajikan data dan temuan lapangan,
termasuk peran pemerintah daerah dalam penetapan upah minimum di Kabupaten

Sukabumi.

18 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia, 2022), hlm 302.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 153.
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BAB IV : PEMBAHASAN Analisis hubungan kewenangan pusat dan daerah
dalam pengaturan upah kerja berdasarkan teori dan temuan lapangan.
BABV : KESIMPULAN DAN SARAN Berisi kesimpulan dari hasil penelitian

serta saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

I.

Pengaturan upah minimum di Indonesia menunjukkan adanya pembagian
peran yang formal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah  kabupaten/kota. Pemerintah pusat melalui Kementerian
Ketenagakerjaan menetapkan kebijakan umum dan formula penghitungan
upah minimum, sementara pemerintah provinsi memiliki kewenangan
menetapkan UMP dan UMK berdasarkan formula tersebut. Pemerintah
kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sukabumi, berperan mengumpulkan data
Kebutuhan Hidup Layak (KHL), melakukan survei lapangan, memfasilitasi
perundingan di Dewan Pengupahan, serta memberikan rekomendasi kepada
gubernur. Namun, posisi kabupaten dalam rantai kebijakan ini lebih bersifat
mendukung dan administratif karena keputusan final tetap berada pada
pemerintah provinsi sesuai arahan pusat, yang menunjukkan terbatasnya ruang
otonomi daerah di bidang pengupahan.

Proses penetapan UMK Kabupaten Sukabumi memperlihatkan dinamika
koordinasi lintas kelembagaan yang kompleks, melibatkan unsur pemerintah,
pengusaha, dan serikat pekerja. Di bawah kepemimpinan Bupati Marwan
Hamami, pemerintah kabupaten berupaya menyuarakan hasil survei KHL dan
aspirasi pekerja ke tingkat provinsi, namun terkendala formula penetapan dari
pusat yang membatasi fleksibilitas penyesuaian terhadap kondisi lokal.

Hambatan seperti perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan,

75



76

keterbatasan kewenangan daerah, serta tekanan menjaga stabilitas investasi
menjadi faktor yang memengaruhi hasil akhir UMK. Studi kasus ini
menegaskan bahwa meskipun secara formal ada ruang partisipasi daerah,
secara substansi keputusan pengupahan masih didominasi oleh kebijakan pusat

dan pertimbangan makro-ekonomi provinsi.

B. Saran

1.

Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan reformulasi kebijakan agar
kabupaten/kota memiliki peran lebih substansial dalam penetapan upah
minimum, tanpa melanggar prinsip stabilitas nasional. Prinsip rekognisi dan
subsidiaritas perlu lebih dijunjung tinggi agar kebijakan pengupahan lebih
kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Sukabumi, perlu memperkuat fungsi
pengawasan ketenagakerjaan dengan menambah jumlah pengawas,
meningkatkan pelatthan SDM, serta menjalin kolaborasi tripartit antara
pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Penegakan hukum terhadap
pelanggaran upah minimum harus dilakukan secara tegas agar kebijakan

pengupahan benar-benar melindungi hak pekerja.
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